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A. Latar Belakang
Segala aspek kehidupan manusia, baik yang berhubungan dengan
rohani (psychis) maupun jasmani (physic) tidak terlepas dari pergantian,
pengulangan, dan perhitungan waktu.1 Waktu memiliki peran yang sangat
penting dalam melihat kerangka konseptual hubungan manusia dengan
sejarahnya, baik yang berkenaan dengan aspek kemanusiaan (sosial) maupun
yang bukan kemanusiaan (animate dan inanimate).
Dalam Islam, waktu merupakan doktrin yang sangat fundamental.
Banyak ayat Alquran mengingatkan tentang arti penting perputaran waktu
bagi manusia, bagaimana memanfaatkannya, dan apa akibat mengabaikan dan
melalaikannya. Di antara ayat Alquran tersebut adalah Surat al-’Ashr:
 ِرْصَعْلاَو. َِّنإ َناَسْنلإاِيَفل ٍرْسُخ.ِلاإ َنیِذَّلااُونَمآاُولِمَعَو ِتاَِحلا َّصلااْوَصاََوتَو ِّقَحْلِاب
اْوَصاََوتَو ِرْب َّصلِاب.
”Demi masa. Sungguh manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-
orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati
untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran.”(QS. al-’Ashr:
103).2
1Para ulama dan filosof tidak pernah mendefinisikan secara tegas tentang apa sesungguhnya
waktu. Mereka hanya mampu menangkap sinyal dan pengaruh dari fenomena waktu itu sendiri
dengan ungkapan-ungkapan yang menunjukkan dan menggambarkan pentingnya waktu, seperti
“waktu itu bagaikan pedang”, “waktu adalah uang”, “ waktu  adalah ilmu”. Lihat Moh. Murtadho,
Ilmu Falak Praktis, (Malang: UIN Malang Press, 2008) hal. 89-90.
2Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka
Mandiri, 2013 M/1434 H), Cet. Ke-2, hal. 769.
2Dalam mengelola waktu untuk pedoman pelaksanaan aktivitas manusia
secara teratur, para ahli membuat daftar pembagian dan penentuan waktu yang
tepat yang dinamakan kalender.3
Ada tiga macam sistem kalender yang berkembang di dunia: pertama
solar calendar (takwim syamsiah) yaitu sistem kalender yang
mempertahankan panjang tahun sedekat mungkin dengan kala edar bumi
mengelilingi matahari (tahun tropis). Kalender yang menggunakan sistem ini
adalah kalender Masehi (Julian maupun Gregorian); Kedua, lunar calendar
(takwim kamariah) yaitu sistem kalender yang acuan perhitungannya
berdasarkan fase-fase bulan mengelilingi bumi. Di antara kalender yang
memakai sistem ini adalah kalender Hijriah (Islam) dan kalender Jawa;
Ketiga, luni-solar calendar (takwim kamariah-syamsiah) yang menggunakan
periode bulan mengelilingi bumi untuk satu bulan atau beberapa hari
(interkalasi) setiap beberapa tahun. Kalender jenis ini diwakili oleh kalender
Cina (Imlek) dan kalender Yahudi.4
Kalender yang dipedomani dalam pergaulan dunia internasional dan
dipedomani oleh masyarakat Indonesia dalam melaksanakan aktivitas sehari-
hari adalah kalender Gregorian (Western Calendar) yang menggunakan sistem
solar (syamsiah). Kalender ini di Indonesia dikenal dengan nama kalender
3Kata kalender berasal dari bahasa Romawi ”calendae” yang berarti pencatatan waktu
untuk melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka mengenang suatu kejadian atau peristiwa yang
dianggap penting. American Webster, Webster’s New Collegiate Dictionary, (USA,
Massachussetts, Springfield: G&C American Company, t.t.), hal. 156. Kalender dalam bahasa
Arab disebut tārīkh ( خیرات ) atau taqwīm ( میوقت ). Muhammad Idris al-Marbawiy, Kamūs al-
Marbawiy, Juz 1, (Mesir, t.p., t.t.), hal. 43.
4Susiknan Azhari, Penggunaan Sistem Hisab dan Rukyat di Indonesia, (Depag. RI: Badan
Litbang & Diklat Departemen Agama RI, 2007), hal. 28. Baca juga Moedji Raharto, Sistem
Penanggalan Syamsiah/Masehi, Cet. I., (Bandung: ITB, 2001), hal. 9.
3Masehi atau kalender Miladiah. 5 Secara empiris, di samping mempedomani
kalender Masehi, umat Islam di Indonesia mempedomani kalender Hijriah
yang menggunakan sistem kamariah untuk kepentingan ibadah, khususnya
ibadah puasa, dan peringatan hari-hari besar keagamaan. 6
Penggunaan kalender kamariah oleh umat Islam didasarkan pada
petunjuk dari Alquran dan hadis Nabi saw., dan telah dipraktikkan di masa
Rasulullah saw. Petunjuk dari Alquran dimaksud antara lain terdapat dalam
surat al-Baqarah ayat 189:
 ََكنُوَلأَْسی ِنَع ِةَّلِھلأا ُْلق َيِھ ُتِیقاَوَم ِساَّنِلل ِّجَحْلاَو َسَْیلَو ُِّربْلا َْنِأباُوْتَأت َتُوُیبْلا ْنِم
َاھِرُوُھظ َّنَِكلَو َِّربْلا ِنَمَىقَّتااُوتْأَو َتُوُیبْلا ْنِمَاِھباَوَْبأاُوقَّتاَو َ َّالله ْمُكَّلََعل َنوُِحلُْفت)١٨٩(
”Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang bulan sabit.
Katakanlah, "Itu adalah (petunjuk) waktu bagi manusia dan (ibadah) haji”,
dan bukanlah suatu kebajikan memasuki rumah dari atasnya, tetapi
kebajikan adalah (kebajikan) orang yang bertakwa. Masukilah rumah-rumah
5Dinamakan kalender Masehi atau kalender Miladiah karena  tahun pertamanya ditetapkan
pada tahun pertama lahirnya Isa Almasih. Kalender ini sesungguhnya merupakan kelanjutan dari
kalender Romawi Kuno yang disempurnakan sistem perhitungannya pada masa Julius Caesar pada
tahun 46 SM, dan selanjutnya disempurnakan lagi pada masa Paus Gregorius XIII pada tahun
1582 M. Kalender ini dikenal juga dengan nama kalender Julian atau kalender Gregorius. Lihat a.l.
Ichtijanto, Almanak Hisab Rukyat, (Jakarta: Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama RI, 1981),
dan Susiknan Azhari, Ilmu Falak, Teori dan Praktik, (Yogyakarta: Lazuardi, 2001), hal. 91-92.
6Pembahasan tentang kalender Hijriah merupakan bagian dari kajian Ilmu Falak secara
umum, disamping kajian tentang penentuan awal waktu salat, arah kiblat, dan gerhana. Ilmu falak
di kalangan umat Islam dikenal juga dengan ilmu hisab, sebab kegiatan yang menonjol pada ilmu
ini adalah melakukan perhitungan-perhitungan (hisab). Lihat, Ahmad Izzuddin, Ilmu Falak
Praktis, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2012) hal. 1. Ichtiyanto menyatakan bahwa Ilmu
Falak merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari lintasan benda-benda langit, khususnya
bumi, bulan, dan bintang-bintang, dan benda-benda langit lainnya dengan tujuan untuk mengetahui
posisi benda-benda langit itu serta kedudukannya dari benda-benda langit yang lain. Ichtiyanto,
Almanak Hisab Rukyat, hal. 5. Di dalam literatur-literatur klasik, ilmu falak sering disebut dengan
ilmu hisab, miqad, rasd, hai’ah. Tanthawi al-Jauhari, Al-Jawāhir fī Tafsīr al-Qurān al-Karīm,
(Bairūt: Dār al-Fikr, t.t.), juz 9, h. 166. Bahkan sering pula disamakan dengan astronomi. Lihat
Nicholas Drake dan Elizabeth Davis (ed.), The Concise Encyclopaedia of Islam, (London: Stacey
International, 1989), hal. 57. Ada dua dimensi dalam kajian ilmu falak; Pertama, dimensi sains
yang dikembangkan oleh umat Islam. Dalam perkembangan sains, tentu saja ilmu falak mengikuti
aksioma dalam sains. Kedua, bahwa fokus kajiannya adalah masalah ibadah. Permasalahan ibadah
adalah satu bagian dari kajian fikih (hukum Islam).
4dari pintu-pintunya, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu
beruntung.”(QS. al-Baqarah (2): 189).7
Rasulullah saw. menyatakan bahwa kenampakan hilal merupakan
pertanda awal bulan, sebagaimana sabda beliau dalam sebuah hadis yang
diriwayatkan dari Ibnu Umar sebagai berikut:
 ْنَع ٍعِفاَن ْنَع ِ َّالله ُد ْی َب ُع اَن َث َّدَح َة َماَسُ أ وُبَأ اَن َث َّدَح َةَب ْی َش يِبَأ ُن ْب ِرْكَب وُبَأ اَن َث َّدَح
 َناَضَمَر َر َك َذ َمَّ ل َس َو ِھ ْی َل َع ُ َّالله ىَّلَص ِ َّالله َلوُسَر َّنَأ ا َمُھ ْن َع ُ َّالله َيِضَر َرَمُع ِن ْبا
 ِةَث ِلاَّ ثلا يِف ُھ َما َھ ْب ِإ َدَق َع َّمُث ا َذ َكَھَو ا َذ َكَھَو ا َذ َكَھ ُر ْھ َّشلا َلاَقَف ِھ ْی َدَی ِب َبَرَضَف
 َنیِث َلاَث ُھَل اوُرِد ْقاَف ْم ُك ْی َل َع َي ِمْغُ أ ْنِ إ َف ِھِت َی ْؤ ُرِل اوُرِط ْف َأ َو ِھِت َی ْؤ ُرِ ل اوُموُصَف
(ملسم هاور)....8
”Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah, telah
menceritakan kepada kami Abu Usamah, telah menceritakan kepada kami
Ubaidah dari Nafi’ dari Ibnu Umar r.a. bahwa Rasulullah saw. menyebutkan
bulan Ramadhan dan beliau menepukkan kedua tangannya seraya bersabda:
”hitungan bulan itu begini, begini dan begini (beliau menekuk jempolnya
pada kali yang ketiga). Karena itu, berpuasalah kalian setelah melihatnya
(hilal), dan berbukalah pada saat kalian melihanya (terbit kembali). Jika hilal
tertutup dari pandanganmu, maka hitunglah (bilangan bulan Sya’bān)
menjadi 30 hari.”(Shahīh Muslim: 1796).
7Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, hal. 31.
8Abu Husain Muslim ibn al-Hajjāj, Shahīh Muslim, jilid I, (Bairūt: Dār al-Fikr, tth.), hal.
482. Hadis ini juga dikeluarkan juga oleh Abū Dāwud, Ibnu Majjah, an-Nasai. An-Nawawi
dengan tegas mengatakan bahwa para ulama telah sepakat tentang kesahihan hadis-hadis yang
termuat dalam kitab Shahīh al-Bukhāri dan Shahīh Muslim. An-Nawawi, Syarh Muslim, (Bairūt:
Dār al-Fikr. 1402), juz I, hlm. 14. Pada masa-masa sesudahnya, sebagian ulama sudah mulai
melakukan kritik dan penelitian ulang terhadap hadis-hadis yang ada dalam kedua kitab sahih
tersebut. Pada akhir abad ke-19 M umat Islam dikejutkan dengan penelitian seorang orientalis
kelahiran Hungaria, Ignaz Goldziher, tentang hadis Nabi. Dalam penelitiannya yang berjudul
Mohammedanische Studien, Goldziher membantah otentisitas hadis-hadis yang selama ini
dipegangi oleh umat Islam. Menurutnya hadis Nabi tidak lebih dari produk perkembangan keadaan
sosial politik Islam pada waktu itu. Joseph Schacht, dalam karyanya “The Origins of
Muhammadan Jurisprudence” (1950 M/1369 H), juga meragukan otentisitas hadis-hadis Nabi,
khususnya hadis-hadis hukum (fikih). Kedua buku karya orientalis ini ditanggapi oleh Prof.
A’zhami dalam bukunya Studies in Early Hadith Literature (1967 M/1387 H). Sebelumnya, ada
dua tokoh ulama yang juga menanggapi kritikan orientalis tersebut, yakni Prof. Dr. Musthafa al-
Siba’i dalam bukunya “al-Sunnah wa Makānatuhā fī Tasyrī’ al-Islāmiy” (1949 M/1368 H) dan
Prof. Dr. Muhammad ‘Ajjaj al-Khathib dalam bukunya “al-Sunnah Qabla al-Tadwīn (1964
M/1384 H). Lihat uraian singkat tentang kritik orientalis dan tanggapannya oleh para ulama hadis
ini dalam Ali Mustafa Yaqub, Kritik Hadis, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004), Cet. IV, hal. 7-30.
5Para sahabat menyebut tahun-tahun keberadaan mereka di Madinah
hingga wafatnya sebagai tahun sesudah hijrah. Tahun kesepuluh sesudah
hijrah mereka namakan Tahun Perpisahan (al-sanat al-wadā’). Menurut al-
Thabari, para sahabat telah menyatakan agar umat Islam menjadikan hijrah
Nabi ke Madinah pada bulan Rabiulawal sebagai awal penanggalan umat
Islam.9 Hal ini sesuai dengan riwayat yang terdapat di dalam Shahīh al-
Bukhāri berikut ini:
 َح َلاَق ٍد ْعَس ِن ْب ِل ْھَس ْنَع ِھیِب َأ ْنَع ِزی ِزَع ْلا ُد ْب َع ا َن َث َّدَح َة َمَل ْس َم ُن ْب ِ َّالله ُد ْب َع اَن َث َّد
 ْن ِم َّلاِإ او ُّدَع ا َم ِھِتاَف َو ْن ِم َلا َو َمَّ ل َس َو ِھ ْی َل َع ُ َّالله ىَّلَص ِّيِبَّ نلا ِثَع ْب َم ْن ِم او ُّدَع ا َم
حص) َةَنی ِد َم ْلا ِھ ِم َد ْق َم : يراخبلا حی٣٦٤١(10
”Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah telah
menceritakan kepada kami Abdul ’Aziz dari Bapaknya dari Sahal bin Sa’ad ia
berkata: ”Tidaklah para shahabat menghitung penanggalan bulan mulai dari
diutusnya Nabi saw. atau wafat beliau. Tidaklah mereka menghitung
penanggalan melainkan dari waktu kedatangan beliau di Madinah.” (Shahīh
al-Bukhāri: 3641).
Berdasarkan petunjuk Alquran, pesan Rasulullah saw., dan amalan
para sahabat di atas, jelaslah bahwa sistem kalender yang dijadikan sebagai
pedoman waktu bagi umat Islam adalah sistem kamariah yang dianut oleh
Kalender Hijriah. Sistem kalender ini tidak hanya dijadikan pedoman dalam
melaksanakan ibadah mahdhah seperti puasa dan haji saja, tetapi juga ibadah
ghairu mahdhah, seperti mu’āmalah, munākahāt, dan aspek-aspek sosial yang
lain.
9Dikutip dari Abi Ja’far Muhammad ibn Jārir al-Thabariy, Tārīkh at-Thabariy, Jilid II,
(Bairūt: Dār al-Kutūb al-‘Ilmiyah, Cet. III, 1408H/1988M), hal. 3.
10Al-Bukhāriy, Shahīh al-Bukhāri, (Bairūt: Dār al-Fikr, tth.), hal. 358.
6Dalam mempedomani kalender Hijriah, terdapat perbedaan pendapat
di kalangan ahli hisab dalam metode penentuan awal bulannya. Hal ini terjadi
seiring dengan munculnya bermacam-macam penafsiran terhadap ayat
Alquran serta didukung oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada
garis besarnya, ada dua metode yang dipakai untuk menentukan awal bulan
kamariah pada kalender Hijriah, yaitu metode hisab dan metode rukyah.
Metode hisab adalah penentuan awal bulan Hijriah yang didasarkan pada
perhitungan lamanya peredaran bulan mengelilingi bumi, sedangkan metode
rukyah adalah usaha untuk melihat bulan sabit (hilāl) ke arah matahari
terbenam pada waktu terbenamnya matahari (waktu ghurūb) di akhir bulan
kamariah.11 Dari kedua metode tersebut kemudian berkembang berbagai
macam aliran dalam penetapan bulan kamariah di Indonesia. Masing-masing
aliran tersebut menawarkan metode tersendiri12 sehingga perbedaan penetapan
awal bulan Hijriah di Indonesia, khususnya Ramadan dan Syawal di tidak
dapat dihindari.13
11Ichtijanto, Almanak Hisab Rukyat, hal. 42.
12Umpamanya saja pada sistem hisab, ada dua sistem yang digunakan, yaitu hisab ‘urfi dan
hisab hakiki. Hisab ‘urfi adalah perhitungan penentuan awal bulan berdasarkan perhitungan rata-
rata umur bulan setiap bulannya, yaitu 29,5 hari. Untuk memudahkan perhitungan, maka
ditetapkanlah umur bulan antara 29 hari dan 30 hari. Hisab hakiki menentukan awal bulan
berdasarkan posisi “bulan” pada akhir bulan kamariah.Menurut metode ini, untuk menentukan
awal bulan diperhitungkan lebih dahulu posisi rata-rata matahari danbulan dan kecepatan rata-rata
gerakannya pada akhir bulan. Kemudian dicari posisi dan kecepatan keduanya pada akhir bulan
tersebut dengan cara mengoreksi posisi rata-ratanya, dan setelah itu barulah ditentukan tinggi hilal.
Hisab hakiki ini dapat dibedakan kepada tiga kategori, yaitu hisab hakiki takribiy, hisab hakiki
tahqīqiy, dan hisab hakiki kontemporer. Lihat, antara lain, Departemen Agama RI, Pedoman
Perhitungan Awal Bulan Qamariah dengan Ilmu Ukur Bola, (Jakarta: Proyek Pembinaan
Administrasi Hukum dan Peradilan Agama, tth.), hal. 8.
13Perselisihan pendapat di kalangan ormas Islam di Indonesia dalam menetapkan awal
Ramadan dan Syawal, sudah berlangsung sejak lama. Setidaknya sudah terjadi sembilan kali sejak
tahun 1990. Terakhir kali terjadi pada tahun 1433 H atau 2012 M. Pada saat itu ijtimak akhir
Syakban terjadi pada hari Kamis Wage, 19 Juli 2012 M., pukul 11:25:13 WIB dengan posisi hilal
di atas ufuk dengan tinggi mar’i +1° 15’ 03”. Menteri Agama atas nama Pemerintah Republik
7Dampak dari perbedaan penentuan awal bulan Ramadan, Syawal dan
Zulhijah di Indonesia cukup signifikan dirasakan oleh masyarakat Islam.Tidak
hanya dalam pelaksanaan ibadah puasa dan hari raya Idul Fitri saja, tetapi juga
perhitungan cuti bagi karyawan. Di Eropa, umat muslim terasa menjadi
korban dari tidak adanya kebersamaan dalam menentukan awal bulan.
Perbedaan awal Ramadan dan Syawal sangat menyulitkan umat Islam di
Eropa mendapatkan izin dari pihak perusahaan.14
Fakta di atas mengindikasikan bahwa umat Islam, khususnya di
Indonesia, memahami kalender Hijriah hanya diperlukan untuk ketepatan
waktu untuk pelaksanaan ibadah puasa dan haji saja. Padahal banyak aspek
kehidupan umat Islam lain yang membutuhkan ketepatan waktu, baik aspek
ibadah, mu’āmalah, maupun munākahāt. Ibadah yang diatur waktunya, antara
lain, adalah puasa-puasa sunnah yang juga ditentukan waktunya,15 ibadah
Indonesia melalui sidang isbat menetapakan 1 Ramadan 1433 H., jatuh pada hari Sabtu Legi, 21
Juli 2012 M. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 99 Tahun 2012 tentang Penetapan Tanggal 1
Ramadlan 1433 H. https://www.kemenag.go.id/artikel/13960/keputusan-menteri-agama-ri-nomor-99-
tahun-2012-tentang-penetapan-tanggal-1-ramadlan-1433-h.. Sementara itu, Muhammadiyah tidak
hadir dalam sidang isbat awal Ramadan tersebut, melalui Maklumat Pimpinan Pusat
Muhammadiyah No. : 01/Mlm/I.0/E/2012 tentang Penetapan Hasil Hisab Ramadhan, Syawwal,
dan Dzulhijjah 1433 H serta Himbauan Menyambut Ramadhan 1433 H dan menetapkan 1
Ramadan 1433 H., jatuh pada hari Jum’at Kliwon, 20 Juli 2012 M. (mendahului ketetapan
Pemerintah) atas dasar wujudul hilal. http://www.dakwatuna.com/2013/07/27/37277/univikasi-
kalender-hijriah-upaya-penyatuan-kalender-hijriah-untuk-jangka-yang-panjang/
#ixzz3OV4QqwjK. Dalam penentuan Idul Adha juga demikian. Pada tahun 1436 H/2015 M,
terjadi perbedaan pendapat dalam melaksanakan puasa Arafah dan hari raya Idul Adha. Pihak
Pemerintah melalui Kemenag sudah menetapkan bahwa puasa Arafah terjadi pada tgl 23
September 2015 dan salat Idul Adhanya pada tgl 24 September 2015. Arab Saudi tampaknya
melaksanakan hal yang sama dengan Pemerintah Indonesia. Pimpinan Muhammadiyah telah
menetapkan bahwa puasa Arafah 1436 H ini jatuh pada tgl 22 September dan Idul Adha pada
tanggal 23 September 2015. Asmuni, Menyikapi Perbedaan Pendapat Tentang Hari Raya Idul
Adha Tahun 1436 H/2015 M, http://www.muhammadiyah.or.id/id/news-4815-detail-menyikapi-
perbedaan-pendapat-tentang-hari-raya-idul-adha-tahun-1436-h-2015-m.html.
14Muh. Nashirudin, Kalender Hijriah Universal, (Semarang: El-Wafa, 2013), hal. xv.
15Puasa sunat yang terkait dengan perhitungan bulan Hijriah adalah; puasa 6 hari di bulan
Syawal;  puasa hari Arafah, yaitu ketika umat Islam yang melaksanakan haji melakukan wukuf di
Arafah umat Islam yang tidak menunaikan ibadah haji disunahkan puasa;   puasa Asyura, yaitu
8zakat mal yang mensyaratkan haul16, batas awal dan akhir pembayaran zakat
fitrah, umur hewan yang akan dizakatkan,17 Termasuk di sini adalah
perhitungan kafarat yang terkait dengan waktu, seperti kafarat bagi suami
isteri yang bercampur di siang hari bulan Ramadan.18
Dalam aspek hukum muamalah, sistem perhitungan kalender Hijriah
bagi umat Islam juga mempunyai pengaruh yang tidak bisa diabaikan,19
seperti masalah khiyar dan akad dalam jual beli, sewa menyewa, syirkah,
hutang piutang, gadai, dan hal-hal lain yang dikaitkan dengan waktu.
Sistem perhitungan kalender Hijriah selanjutnya berimplikasi pula
terhadap aspek hukum keluarga, khususnya perkawinan. Umpamanya
menjatuhkan talak yang dikaitkan dengan hitungan bulan, hitungan idah
perempuan yang ditalak, hitungan waktu dalam pelaksanaan kafarat zhihar,
hitungan waktu akibat ilā’,20 hitungan waktu suami yang mafqūd, serta waktu
ihdād bagi perempuan.
Dalam praktik masyarakat muslim Indonesia, permasalahan hukum
perkawinan merujuk kepada Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia,
yang disebut sebagai fikih Indonesia. Di dalam KHI, hukum-hukum
perkawinan yang ada kaitannya dengan waktu tidak menjelaskan tentang
puasa pada hari ke-9 dan 10, atau 10 dan 11, atau tiga hari berturut-turut  pada tanggal 9, 10, dan
11 Muharram; puasa pada yaum al-bayath (tengah bulan) yaitu pada malam-malam purnama, yaitu
hari ke 13, 14, dan 15 setiap bulan hijriah; dan puasa pada bulan Syakban. Lihat Ibnu Rusyd,
Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtashīd, (Kairo: Dār al-Kutūb, tth.), hal.89.
16As-Sayid Sābiq, Fiqh as-Sunnah, juz 1, (Bairūt: Dār al-Fikr, 1983), hal. 321.
17Ibid.
18Salah satu kafarat (sanksi) bagi suami isteri yang bercampur di siang hari bulan Ramadan
adalah berpuasa selama dua bulan berturut-turut.
19Lihat ‘Abd al-Majid ibn ‘Abdullah ibn Ibrahim al-Yahya, Atsār al-Qamariyin fī al-Ahkām
al-Syar’iyah, Tesis, al-Mamlakah al-‘Arabiyah al-Sa’udiyah, Jamī’ah al-Imam Muhammad ibn
Sa’ud al-Islāmiyah al-Ma’had a’Aliy li al-Qadhā, 1421-1422, hal. 273.
20Ibid, hal. 246.
9waktu apa yang dijadikan pedoman, apakah waktu yang berdasarkan kalender
Masehi (Miladiyah) yang menganut sistem syamsiah, ataukah waktu
berdasarkan kalender Hijriah yang menganut sistem kamariah. Ini penting
untuk dijelaskan karena perhitungan kalender Masehi dengan kalender Hijriah
terdapat perbedaan yang signifikan.21
Sebagai contoh adalah masalah penentuan waktu idah (waktu tunggu).
Di dalam pasal 153 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam disebutkan: Apabila
perkawinan putus karena kematian walaupun qabla dukhūl, waktu tunggu
ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari.22 Di dalam Alquran, surat al-Baqarah
ayat 234, Allah swt. berfirman bahwa idah perempuan yang ditinggal mati
oleh suaminya adalah 4 bulan 10 hari.
 َنیِذَّلاَو َنْوَّفََوُتی ْمُكْنِم َنوُرََذیَو َْزأاًجاَو َنْصَّبََرَتی َّنِھُِسفَْنِأب َةََعبَْرأ ٍُرھَْشأاًرْشَعَواَِذَإف َنَْغَلب
 َُّنَھلََجأَلاف َحَانُج ْمُكَْیلَعاَمِیف َنْلََعفِيف َّنِھُِسفَْنأ ِفوُرْعَمْلِاب ُ َّاللهَواَِمب َنُولَمَْعت ٌرِیبَخ)٢٣٤(
“Dan orang-orang yang mati diantara kamu serta meninggalkan isteri-
isteri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu empat bulan sepuluh hari.
Kemudian apabila telah sampai (akhir) idah mereka, maka tiada dosa
bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut
cara yang patut. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”(QS.
al-Baqarah (2): 234).23
21Perbedaan antara kalender Masehi dan kalender Hijriah berawal dari sistem perhitungan
kalender yang digunakan. Kalender Masehi menggunakan sistem solar (matahari) dan kalender
Hijriah menggunakan sistem lunar (bulan). Pada kalender Masehi, lamanya bumi mengelilingi
matahari, 365 ¼ hari, disebut satu tahun, sehingga satu bulan berjumlah 30 atau 31 hari. Pada
kalender Hijriah, lamanya bulan mengelilingi bumi disebut satu bulan, lamanya dihitung menurut
periode bulan sinodis, yaitu antara 29 atau 30 hari, sehingga dalam satu tahun hanya berjumlah
354 hari. Dengan demikian, antara dua kalender ini, dalam satu bulan terdapat perbedaan 1 atau 2
hari, dan dalam satu tahun terdapat perbedaan 11 hari. Selengkapnya tentang sistem kalender
diuraikan dalam bab III.
22Lihat Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam, (Direktorat Jendral Pembinaan
Kelembagaan Agama Islam, 1997/1998), hal. 126.
23Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, hal. 40.
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Ketentuan jumlah idah 130 hari di dalam Kompilasi Hukum Islam di
atas pada dasarnya mengikuti ketentuan sebagaimana disebutkan di dalam
Alquran dan kitab-kitab fikih klasik,24 yaitu 4 bulan 10 hari. Akan tetapi,
hitungan 4 bulan 10 hari dalam Alquran diamaknai, sebagaimana diamalkan
pada masa Rasulullah saw. dan para sahabat, adalah berdasarkan hitungan
kalender kamariah. Tidak ditemukan petunjuk tentang pemaknaan 4 bulan 10
hari tersebut selain perhitungan kalender kamariah. Jumlah 4 bulan 10 hari
menurut kalender kamariah (Hijriah) berjumlah 128 hari. Dengan demikian,
perhitungan Kompilasi Hukum Islam tentang masa idah perempuan yang
ditinggal mati oleh suaminya lebih panjang dari ketentuan di dalam Alquran.
Kasus lain adalah masalah idah bagi wanita yang tidak haid. Di dalam
pasal 153 ayat 6 KHI disebutkan bahwa waktu tunggu bagi istri yang pernah
haid, sedang pada waktu menjalani idah tidak haid bukan karena menyusui,
maka idahnya selama satu tahun.25 Hal ini sesuai dengan pendapat imam
Syafi’i yang mempedomani keputusan Umar ibn Khatab di hadapan kaum
Anshar dan Muhajirin.26 Perhitungan satu tahun di dalam Kompilasi Hukum
Islam tidak menjelaskan sistem kalender apa yang digunakan, apakah kalender
Hijriah atau Masehi. Sehingga dalam pelaksanaannya, oleh para praktisi
hukum Islam di Indonesia, baik para hakim di Pengadilan Agama maupun
Penyuluh Agama di Kantor Urusan Agama yang mempraktikkan langsung
24Menurut Amir Syarifuddin, ketentuan yang diatur di dalam KHI adalah dalam rangka
menjalankan fikih munakahat yang bersumber dari kitab-kitab fikih klasik, terutama yang
menganut mazhab Syafii. Lihat Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, antara
Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta: Prenada Media, 2007), hal. 28
25Lihat Ichtijanto, Almanak Hisab Rukyat, hal. 126-127.
26Muhammad bin Idris al-Syafi’i, Al-Um, Juz. 5, (Bairūt: Dār al-Ma’rifah, 1393H), hal.214.
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ketentuan-ketentuan hukum munakahat bagi masyarakat muslim Indonesia,
pedoman waktu ataupun kalender yang mereka gunakan dalam memberikan
pemahaman dan penjelasan-penjelasan tentang ketentuan munakahat yang
terkait dengan waktu adalah kalender Masehi.27
Permasalahannya adalah bahwa perbedaan umur tahun antara kalender
Masehi dengan kalender Hijriah cukup signifikan. Dalam perhitungan
kalender Hijriah yang menggunakan sistem kamariah, berdasarkan hisab ‘urfi,
satu tahun berjumlah 354 hari 8 jam 48,5 menit, atau 354 11/30 hari,
sedangkan di dalam kalender Masehi yang menggunakan sistem syamsiah,
satu tahun berjumlah 365 hari 5 jam 48 menit 46 detik, atau 365 ¼ hari.28
Perbedaan di antara kedua kalender tersebut rata-rata adalah 11 hari setiap
tahun. Jika perhitungan idah memakai sistem kalender Masehi, maka masa
idah perempuan yang tidak haid menjadi lebih panjang, yaitu 354 hari
ditambah 11 hari lagi.
Perbedaan dalam pemakaian sistem kalender tersebut mempunyai
akibat hukum terhadap hukum-hukum terkait hak-hak suami ataupun isteri
selama masa idah. Umpamanya tentang hak rujuk dalam masa idah. Jika
perhitungan idah dalam contoh terakhir ini menggunakan sistem kalender
Hijriah, maka suami isteri tersebut hanya boleh rujuk dalam masa 354 hari 8
27Maharnis Ali, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Bangka Belitung, wawancara, 26
November 2014 M/3 Safar 1436 H di Pekanbaru; Taufik, Penghulu, Kantor Urusan Agama
Sukajadi, Pekanbaru, wawancara, 5 Januari 2015 M/14 Rabiul Awal 1436 H di Pekanbaru.
28Ichtijanto, Almanak Hisab Rukyat, hal. 41. Lihat juga Departemen Agama RI, Waktu dan
Permasalahannya, (Jakarta: Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1987), hal.20-23;
Moh. Murtadho, Ilmu Falak Praktis, (Malang: UIN Malang Press, 2008), cet. I, hal. 92-97, 105-
109; Susiknan Azhari, Penggunaan Sistem Hisab & Rukyat di Indonesia, (Jakarta: Badan Litbang
& Diklat Departemen Agama RI, 2007), Cet. I, hal. 28-29;
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jam 48,5 menit. Jika mereka melakukan rujuk lebih dari masa tersebut dengan
menggunakan perhitungan kalender Masehi, maka mereka harus melakukan
akad nikah yang baru. Jika mereka berkumpul tanpa akad nikah yang baru
maka hubungan suami isteri tersebut menjadi haram.
Demikian juga tentang hak nafkah idah bagi isteri, jika perhitungan
idah menggunakan kalender Masehi, maka konsekwensinya hak nafkah idah
juga berdasarkan perhitungan waktu kalender Masehi.
Permasalahan penentuan waktu yang dijadikan pedoman perkawinan
oleh umat Islam Indonesia tersebut akan semakin kompleks dengan
terdapatnya perbedaan metode dalam menentukan awal dan akhir bulan
Hijriah. Demikian juga, dalam memperhitungkan permulaan hari. Dalam
kalender Masehi, permulaan hari dihitung sejak  pukul 00.00 tengah malam,
sedangkan pada kalender Hijriah, permulaan hari dihitung sejak terbenamnya
matahari.29
Berdasarkan beberapa permasalahan diatas, sangat penting artinya
kajian mendalam tentang sistem perhitungan kalender Hijriah dan
implikasinya terhadap hukum perkawinan di dalam Kompilasi Hukum Islam
di Indonesia.
B. Permasalahan
1. Identifikasi Masalah
Diantara permasalahan yang terkait dengan sistem kalender Hijriah
dan implikasinya dalam hukum perkawinan, antara lain adalah:
29Susiknan Azhari, Penggunaan Sistem Hisab & Rukyat di Indonesia, hal. 30.
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1. Bagaimana aplikasi sistem kalender Hijriah di dalam Kompilasi
Hukum Islam di Indonesia
2. Bagaimana implikasi penggunaan sistem kalender Hijriah terhadap
aspek perkawinan, yaitu berkaitan dengan:
a. perhitungan waktu ta’liq talak.
b. perhitungan lamanya waktu idah, baik idah talak raj’i maupun talak
bain, idah perempuan yang kematian suami, idah perempuan yang
tidak haid, idah perempuan akibat ila’, idah perempuan akibat
zhihar, idah perempuan akibat li’an, termasuk hak-hak suami-isteri
dalam masa idah tersebut.
c. Bagaimana implikasi penggunaan kalender Hijriah terhadap
penetapan waktu lamanya suami mafqud dan idah perempuan sejak
ditetapkankanya suami mafqud.
d. Bagaimana implikasi penggunaan sistem kalender Hijriah terhadap
hukum-hukum terkait zhihar, ila’, dan li’an
3. Bagaimana implikasi penggunaan sistem kalender Hijriah terhadap
pemahaman para praktisi hukum perkawinan
4. Bagaimana hukum penggunaan kalender Hijriah dalam aspek
perkawinan.
2. Pembatasan dan Perumusan Masalah
Oleh karena luasnya cakupan masalah yang terkait dengan sistem
kalender Hijriah dan implikasinya terhadap hukum perkawinan yang ada
di Indonesia, tulisan ini dibatasi hanya pada aplikasi kalender Hijriah
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dalam beberapa aspek hukum perkawinan di dalam Kompilasi Hukum
Islam Indonesia dan implikasinya, dengan rumusan masalah sebagai
berikut:
a. Bagaimana aplikasi sistem kalender Hijriah dalam aspek hukum
perkawinan yang terdapat di dalam Kompilasi Hukum Islam
Indonesia ?
b. Bagaimana implikasi penggunaan sistem kalender yang ada dalam
Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ?
c. Bagaimana analisis kebijakan penetapan masa idah di dalam
Kompilasi Hukum Islam di Indonesia
d. Bagaimana analisis hukum penggunaan kalender Hijriah dalam
aspek perkawinan ?
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui tentang aplikasi sistem
kalender Hijriah dalam aspek hukum perkawinan yang terdapat di dalam
Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, untuk mengetahui tentang implikasi
sistem kalender dalam aturan hukum perkawinan di dalam Kompilasi
Hukum Islam di Indonesia beserta akibat hukumnya, mengetahui hasil
analisis hukum kebijakan penetapan masa idah di dalam Kompilasi
Hukum Islam, serta untuk mengetahui hasil analisis hukum penggunaan
kalender Hijriah dalam apek perkawinan.
2. Kegunaan Penelitian
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Penelitian ini akan sangat berguna dan memberikan manfaat, baik
secara teoritis maupun praktis, bagi perkembangan ilmu falak30 ke depan
dan bagi perkembangan ilmu tentang hukum-hukum munakahat yang
berhubungan dengan kalender Hijriah.
Manfaat dimaksud akan diperoleh oleh para akademisi pada
umumnya, khususnya para akademisi di bidang ilmu falak dan hukum
Islam, para praktisi hukum, seperti hakim-hakim agama, para penghulu,
para da’i, dan masyarakat Islam secara lebih luas, dalam memahami
aturan-aturan kalender Hijriah dan urgensi penggunaannya di dalam aspek
hukum munakahat dan di dalam seluruh aspek kehidupan umat Islam
secara umum. Hasil penelitian ini akan memperkaya wawasan dan bahkan
membangun pemahaman baru bagi umat Islam tentang fungsi kalender
Hijriah dalam kehidupan mereka.
Disamping itu, penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi
dan sumbangsih bagi khazanah keilmuan dalam dunia astronomi Islam
(ilmu falak), yang saat ini dirasa masih minim sehingga terasa asing bagi
masyarakat muslim jika dibandingkan dengan ilmu pengetahuan lainnya.
Dengan demikian, ilmu falak dapat terus berkembang seiring dengan
perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
30Ilmu falak di kalangan umat Islam dikenal juga dengan “ilmu hisab”, sebab kegiatan yang
menonjol pada ilmu ini adalah melakukan perhitungan-perhitungan (hisab). Lihat Ahmad
Izzuddin, Ilmu Falak Praktis, hal. 1.  Ichtiyanto menyatakan bahwa Ilmu Falak merupakan ilmu
pengetahuan yang mempelajari lintasan benda-benda langit, khususnya bumi, bulan, dan bintang-
bintang, dan benda-benda langit lainnya dengan tujuan untuk mengetahui posisi benda-benda
langit itu serta kedudukannya dari benda-benda langit yang lain. Ichtiyanto, Almanak Hisab
Rukyat, hal. 5. Di dalam literatur-literatur klasik, ilmu falak sering disebut dengan ilmu hisab,
miqad, rasd, hai’ah. Thantawi Jauhari, Al-Jawāhir fi Tafsīr al-Qurān al-Karīm, hal. 166. Bahkan
sering pula disamakan dengan astronomi. Lihat Nicholas Drake dan Elizabeth Davis (ed.), The
Concise Encyclopaedia of Islam, hal. 57.
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D. Studi Pustaka
Diskursus tentang kalender Hijriah sesungguhnya merupakan hal yang
sudah lama menjadi perhatian umat Islam, khususnya yang berkaitan dengan
metode penentuan awal bulannya, karena permasalahan ini terkait dengan
pelaksanaan ibadah puasa. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya kajian tentang
hisab rukyat di dunia Islam secara umum, dan khususnya di Indonesia.31
Sampai saat ini, aspek penentuan awal bulan pada kalender Hijriah
tersebut selalu diidentikkan oleh umat Islam di Indonesia dengan persoalan
menentukan awal bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijah. Hal ini
mengakibatkan minimnya pemikiran tentang kaitan sistem kalender kamariah
dengan aspek-aspek kehidupan umat Islam yang lainnya.
Diantara penelitian yang terkait dengan sistem kalender kamariah
adalah sebagaimana yang dilakukan oleh Tono Saksono.32 Setelah melakukan
penelitian sejak tahun 2006 M/1427 H, ia menulis buku Pseudo Syariah
Economy and Muslims Civilization. Dalam tulisannya disebutkan pentingnya
umat Islam mempedomani kalender Hijriah dalam menjalankan ekonomi.
Lebih jauh digambarkan bahwa hasil zakat mal seluruh umat Islam jika
dikumpulkan sesungguhnya dapat mensejahterakan seluruh kaum miskin di
dunia, bahkan bisa melunasi hutang peradaban. Akan tetapi, sayangnya, hal itu
31Di antara karya-karya yang dimaksud adalah kitab Sulām an-Nayirain oleh Muhammad
Mansur al-Batawi, al-Qawā’id al-Falakiyah oleh Abdul Fatah As-Sayid at-Tukhi, Khulāsah al-
Wāfiah oleh Zubeir Umar al-Zaelani, Ephemeris Hisab Rukyat oleh Depag RI, Rukyat dengan
Teknologi oleh Farid Ruskanda dkk., Pembaharuan Pemikiran Hisab di Indonesia dan Ensiklopedi
Hisab Rukyat oleh Susiknan Azhari, dan Penentuan Bulan Kamariah oleh Oman Fathurrahman.
32Tono Saksono adalah dosen Fakultas Technology Management, Business &
Entrepreneurship, Universiti Tun Husein Onn Malaysia, Johor, 86400, Malaysia.  Muslim’s
civilization debt v.3.p., dan  www.umm.ac.id/id/berita-muhammadiyah.
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masih belum didukung sepenuhnya oleh keberadaan ekonomi syari’ah yang
masih terus bertumpu pada kalender Masehi. Jika sistem ekonomi syari’ah
bertumpu pada kalender Hijriah, sudah lebih dari 83 juta dollar hasil zakat mal
dari 10 juta umat Islam, akan didapatkan hanya dalam waktu sembilan
setengah tahun. Akan tetapi ketiadaan kalender Hijriah yang bisa dijadikan
patokan untuk menghitung haul zakat masih menjadi penghambat dari
tersalurnya hasil-hasil zakat tersebut.33
Razwan bin Nordin (2009 M/1430 H) melakukan penelitian di Malaysia
tentang hubungan kalender Hijriah dengan zakat. Selama ini masyarakat
Muslim Malaysia khususnya dan masyarakat Muslim pada umumnya tidak
menyadari bahwa penggunaan kalener dalam zakat memiliki konsekuensi yang
luar biasa. Bukti yang jelas ialah pembayaran zakat perniagaan yang telah
ditunaikan oleh Tenaga Nasional Berhad (TNB) Malaysia pada tahun
2007/2008 adalah sebanyak RM 156,525.48, dan kalender yang digunakan
ialah kalender Masehi. Seharusnya jika menggunakan kalender Hijriah zakat
yang wajib ditunaikan berjumlah RM 161,346.4647. Selisih pembayaran zakat
menggunakan kalener Masehi dan kalender Hijriah adalah RM 4,820.9847.34
Penelitian berbentuk tesis juga sudah banyak ditulis, antara lain oleh
Sunarto (2005 M/ 1426 H) dengan judul Menuju Titik Temu Muhammadiyah–
NU dalam Penentuan Awal Bulan Qamariyah. Menurut Sunarto, sistem
penetapan awal bulan kamariah yang dilakukan oleh Muhammadiyah (metode
33Dikutip dari Muslim’s civilization debt v.3.p.., dan  www.umm.ac.id/id/berita-
muhammadiyah.
34Susiknan Azhari, Astronomi Islam dan Seni, (Yogyakarta: Museum Astronomi Islam,
2015), hal. 189.
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Hisab Hakiki Wujud al-Hilal) dan NU (metode Ru’yat al-Hilal bi al-‘Ain) tidak
akan saling bertemu. Jalan keluarnya adalah menggunakan sistem Imkân al-
Ru’yat dengan menyepakati berapa derajat (°) tertentu ketinggian hilal di atas
ufuk tersebut, sehingga ketetapan hisab posisi hilal di atas ufuk yang dilakukan
oleh Muhammadiyah dapat dirukyat oleh NU. 35
M. Ma’rifat Iman KH. (1998 M/1419 H) menulis tesis yang berjudul
Corak Pemikiran (Metode) Falak Saadoe’ddin Djambek. Tesis ini berisi
pembahasan tentang model falak Saadoe’ddin Djambek dalam menghitung dan
menetapkan awal bulan kamariah menggunakan sistem hisab hakiki. 36 Selain
itu, tesis Jaenal Arifin (2004 M/1425 H) juga membahas metode penetapan
awal bulan hijriah, namun pembahasan tesis ini terfokus pada pemikiran tokoh,
yakni Pemikiran Hisab Rukyat K.H. Noor Ahmad dalam kitab Syams al-Hilal
dan Nur al-Anwar. Demikian juga Akhmad Syaikhu (2015 M/1436 H) dalam
tesisnya berjudul Pemikiran Thomas Djamaluddin tentang Unifikasi Kalender
Islam di Indonesia menyatakan bahwa perbedaan penentuan awal bulan Hijriah
dapat dilihat sebagai cermin rapuhnya kesatuan umat. Hal ini dilatarbelakangi,
salah satunya, oleh adanya perbedaan kriteria dalam hisab dan rukyah. Oleh
karena itu, menurutnya, perlu upaya serius untuk memecahkan hal tersebut.
Pemikiran Thomas Djamaluddin merupakan alternatif yang sangat relevan
35Sunarto, Menuju Titik Temu Muhammadiyah–NU dalam Penentuan Awal Bulan
Kamariah, IAIN Walisongo, Semarang, 2005.
36M. Ma’rifat Iman, Corak Pemikiran (Metode) Falak Saadoe’ddin Djambek”,Tesis,
Universitas Muhammadiyah Jakarta, 1998. Eprints.walisongo.ac.id/3152/7/72111067_bibliografi.
pdf.
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dalam mengharmonikan kubu hisab dan rukyah, karena pemikiran Thomas
Djamaluddin mengkombinasikan antara kubu hisab dan kubu rukyah.37
Tulisan berbentuk disertasi ditulis oleh Susiknan Azhari (2007 M/1428
H) yang menulis tentang Penggunaan Sistem Hisab & Rukyat di Indonesia:
Studi tentang Interaksi Muhammadiyah dan NU. Tulisan ini menemukan
bahwa hubungan NU dan Muhammadiyah dalam menggunakan hisab untuk
penentuan awal Ramadan dan Syawal memiliki empat model, yaitu model
konflik, model independensi, model dialog, dan model integrasi. Keempat
model hubungan tersebut muncul bergantian seiring dengan perkembangan
waktu. Model hubungan tersebut dipengaruhi oleh sosial politik, pemahaman
dan doktrin keagamaan, dan sikap terhadap ilmu pengetahuan. Tulisan ini juga
menemukan bahwa kedua pihak, baik NU maupun Muhammadiyah mengakui
penggunaan hisab dan rukyat. Hanya saja NU lebih menggunakan rukyat
dalam menetapkan awal Ramadan dan Syawal, sementara Muhammadiyah
menggunakan hisab. 38
Encup Supriatna (2013 M/1434 H) mengungkapkan hasil penelitiannya
dalam bentuk disertasi tentang Dinamika Hubungan Muhammadiyah dan
Nahdhatul Ulama (NU) dalam Penetapan Awal Bulan Qamariyah di
Indonesia. Hasil penelitian ini menemukan bahwa dinamika hubungan sosial
NU dan Muhammadiyah adalah fluktuasi antara keharmonisan dan
37http://www.iain-antasari.ac.id/coupons/unifikasi-kalender-Islam
38Susiknan Azhari, Penggunaan Sistem Hisab & Rukyat di Indonesia, Studi tentang
Interaksi Muhammadiyah dan NU, 2007.
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ketidakharmonisan hubungan dalam penetapan awal bulan kamariah. Dinamika
itu terjadi karena faktor politik, kultur, dan elite kedua ormas.39
Sebuah tesis (disertasi di Indonesia) yang ditulis oleh ‘Abdurrahman
ibn ‘Abdullah al-Darwisy (2000-2001 M/1421-1422 H) berjudul Atsār al-
Qamariyin fi al-Ahkām al-Syarī’ah,40 mengungkapkan pengaruh perhitungan
sistem kamariah terhadap seluruh aspek hukum syari’ah, baik aspek ibadah
maupun muamalah. Akan tetapi, pembahasannya hanya sebatas
mendiskripsikan bahwa sistem perhitungan kamariah mempengaruhi seluruh
aspek hukum syari’ah. Tesis ini tidak mengupas lebih mendalam tentang
pengaruh sistem kamariah terhadap hukum-hukum syari’ah yang disebutkan,
sehingga terkesan hanya sebagai informasi awal untuk dikaji oleh para peneliti
lain secara lebih mendalam lagi.
Masih banyak karya-karya lain dalam bentuk penelitian, buku dan
makalah yang membahas tentang penentuan awal bulan kamariah yang tidak
dapat disebutkan satu persatu. Akan tetapi, dari beberapa sumber di atas dapat
dilihat dengan jelas bahwa pembahasan mengenai sistem kalender kamariah
yang ada saat ini masih sebatas pembahasan mengenai metode dan sistem
perhitungan penentuan awal bulannya saja, tingkat akurasi, baik metode klasik
maupun kontemporer, dan berbagai pemikiran ahli falak dalam penentuan awal
39Encup Supriatna, Dinamika Hubungan Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama (NU)
dalam Penetapan Awal Bulan Kamariah di Indonesia, Disertasi, 2013. http://www.uinsgd.ac.id/
front/detail/ karya_ilmiah/disertasi/dinamika-hubungan-muhammadiyah-dan-nahdhatul-ulama-nu-
dalam-penetapan-awal-bulan-qomariyyah-di-indonesia
40‘Abdurrahman ibn ‘Abdullah al-Darwisy, Asār al-Qamariyīn fī al-Ahkām al-Syarī’ah,
Tesis untuk memperoleh gelar Magister, Jami’ah Imam Muhammad ibn Sa’ud al-Islāmiyah al-
Ma’had al-‘Aliy li al-Qadhā’, Jurusan Fiqh al-Muqarin, Saudi Arabia, 1421-1422H.
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bulan. Belum ada pembahasan tentang penggunaan kalender kamariah dalam
aspek hukum perkawinan.
E. Konsep Operasional
1. Sistem
Secara etimologis, kata “sistem” berasal dari istilah Yunani
“systema” yang memiliki dua makna, yaitu: (1) suatu keseluruhan yang
tersusun dari sekian banyak bagian (whole compounded of several parts),41
dan (2) hubungan yang berlangsung di antara satuan-satuan atau
komponen secara teratur (an organized, functioning relationship among
units or components).42 Dengan demikian, istilah systema mengandung arti
sehimpunan bagian atau komponen yang saling berhubungan secara teratur
dan merupakan satu keseluruhan (a whole).
Menurut Jogiyanto, sistem adalah kumpulan komponen atau
elemen-elemen yang digabungkan menjadi satu untuk mencapai suatu
tujuan-tujuan tertentu.43 Indrajit memberikan pengertian sistem sebagai
kumpulan-kumpulan dari komponen-komponen yang memiliki unsur
keterkaitan antara satu dengan lainnya.44
Dengan demikian, yang dimaksud dengan sistem kalender Hijriah
adalah sekumpulan elemen-elemen yang diperhitungkan dalam
menentukan bentuk, ciri, ataupun identitas kalender Hijriah.
41William A Shrode and Dan Voich, Organization and Management; Basic System
Concepts, (Malaysia: Irwin Book Co., 1974), hal. 115.
42Elias M. Awad, System Analysis and Design, (Illinois: Homewood, 1979), hal. 4.
43Jogiyanto HM, Analisis dan Desain Sistem Informasi, (Yogyakarta: ANDI, 2005), hal. 34.
44Indrajit, Analisis dan Perancangan Sistem Berorientasi Object, (Bandung: Informatika,
2001), hal. 2.
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2. Kalender Hijriah
Kalender Hijriah  (ىرجھل ا میوقتلا ) adalah kalender yang digunakan
umat Islam untuk pedoman aktivitas mereka, yang perhitungannya
berdasarkan sitem kamariah. Penggunaan kalender ini oleh umat Islam
didasarkan pada petunjuk Alquran dan Sunnah Nabi. 45 Dalam tulisan ini
tidak dipakai istilah “kalender kamariah” sebagai kalender umat Islam,
disebabkan banyak kalender yang menggunakan sistem kamariah, seperti
kalender Cina, kalender Hindu, dan kalender Jawa. Oleh sebab itu, istilah
“kalender Hijriah” sebagai kalender umat Islam lebih tepat digunakan.
3. Implikasi
Secara harfiah, implikasi diartikan dengan “keterlibatan” atau
“keadaan terlibat”, “yang termasuk” atau “tersimpul”, “yang disugestikan,
tetapi tidak dinyatakan.”Ber”implikasi” berarti “mempunyai hubungan
keterlibatan.”46
Istilah implikasi memang tidak terlalu banyak dibicarakan secara
umum, hanya terbatas pada percakapan mengenai penelitian atau hal-hal
yang berhubungan dengan telaah dan kajian. Pengertian implikasi menurut
para ahli juga tidak dapat dikemukakan secara jelas karena cakupannya
yang luas dan sangat beragam maknanya. Bila didefinisikan, implikasi bisa
disebut sebagai “akibat langsung” atau konsekuensi dari sebuah hasil
kajian.
45Keterangan lengkap tentang kalender ini akan dibahas dalam bab tersendiri.
46WJS Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, hal. 377.
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Dengan demikian, implikasi sistem perhitungan kalender Hijriah
terhadap hukum perkawinan diartikan sebagai keterlibatan atau akibat
langsung dari sistem perhitungan kalender Hijriah terhadap hukum
perkawinan, yang dalam penelitian ini difokuskan kepada hukum
perkawinan umat Islam Indonesia yang termuat di dalam Kompilasi
Hukum Islam di Indonesia.
4. Hukum Perkawinan
Hukum perkawinan yang dimaksudkan adalah hukum perkawinan
yang berlaku bagi umat Islam di Indonesia. Pada dasarnya, hukum
perkawinan yang berlaku bagi umat Islam di Indonesia tersebut tidak lain
adalah hukum perkawinan Islam sebagaimana yang sudah dicantumkan di
dalam kitab-kitab fikih (fiqh munākahāt). Akan tetapi, oleh karena
ketentuan yang ada di dalam kitab-kitab fikih tersebut belum mempunyai
kepastian hukum yang mengikat bagi warga muslim Indonesia, disebabkan
perbedaan pendapat masyarakat dalam memahaminya, yang selanjutnya
berakibat pula pada berbedanya keputusan hukum terhadap perkara yang
serupa, maka untuk itu perlu campur tangan pemerintah untuk mengatur
ketentuan perkawinan tersebut di dalam sebuah hukum positif,47 yaitu
Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang materinya
tertuang di dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI).
47Tentang latar belakang dan sejarah penyusunan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan
Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, antara lain di dalam Arso Sosroatmodjo dan Wasit Aulawi,
Hukum Perkawinan di Indonesia, (Jakarta: Bulan Bintang, 1981), cet. III,  hal. 9-20; Maria Ulfah
Subadyo, Perjuangan Untuk Mencapai Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta: Yayasan Idayu,
1981), hal. 9-10. Muhammad Daud Ali, Hukum Islam dan Peradilan Agama, (Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada, 1997), hal. 21; Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: PT
RajaGrafindo Persada, 1995), hal. 35.
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F. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian dan Sumber Data
a. Jenis Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan
jenis penelitian kepustakaan (library research), yaitu memanfaatkan
sumber-sumber kepustakaan untuk memperoleh data yang dibutuhkan
dalam penelitian, terutama mencermati teks-teks Alquran, teks-teks
hadis, buku-buku literatur, ensiklopedi, dan tulisan-tulisan yang
berkaitan dengan kalender Hijriah dan hukum-hukum perkawinan. Jenis
penelitian ini ditetapkan karena permasalahan dalam penelitian ini bisa
dijawab melalui kajian-kajian kepustakaan,
Penelitian ini bersifat kualitatif ditinjau dari perspektif fikih
sebagai landasan syar’i dan astronomi sebagai landasan ilmiah. Hadawi
dan Mimi Martin48 mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah
penelitian yang bersifat atau memiliki karakteristik, bahwa datanya
dinyatakan dalam keadaan sewajarnya atau sebagaimana aslinya
(natural setting), dengan tidak diubah dalam bentuk simbol-simbol atau
bilangan. Penelitian kualitatif ini tidak bekerja menggunakan data
dalam bentuk angka atau diolah dengan rumusan dan tidak ditafsirkan
atau diinterpretasikan sesuai ketentuan statistik/matematik.
48Hadawi dan Mimi Martin, Penelitian Terapan, (Yogyakarta: Gajahmada University Press,
1996), hal. 174. Baca juga a.l.; Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan
Praktik, (Jakarta; Rineka Cipta, 2006), hal. 8; Noeng Muhajir, Metodologi Penelitian Kualitatif,
(Yogyakarta: Rake Sarasin), 1996, hal. 29.
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Bogdan dan Taylor, Lexy J. Moleong mengatakan bahwa
metodologi kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan
data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan
perilaku yang dapat diamati.49
b. Sumber Data
Sumber data yang digunakan dibedakan kepada sumber primer,
sumber sekunder,50 dan sumber tersier. Sumber primer yang digunakan
dalam menggali data tentang kalender Hijriah adalah data teks Alquran
dan hadis yang menerangkan tentang sistem kalender kamariah. Di
samping itu juga digunakan kitab Tafsir Ibn Kasir, Tafsir At-Thabariy,
Tarikh at-Thabariy yang ditulis oleh Abi Ja’far Muhammad ibn Jarir at-
Thabariy, untuk lebih menjelaskan tentang penggunaan sistem kalender
kamariah dalam Islam, meskipun sampai saat ini umat Islam masih
belum sepakat menggunakan metode yang sama untuk penentuan awal
bulan kalender tersebut.
Sumber primer mengenai perkawinan adalah kitab Fiqh as-
Sunnah, karangan As-Sayid Sābiq, Bidāyah al-Mujtahīd wa Nihāyah al-
Muqtashid karangan Ibnu Rusyd, al--Fiqh al-Islāmiy wa ‘Adillatuhu
karangan Wahbah az-Zuhaili, dan kitab-kitab fikih lainnya yang
membahas tentang masalah perkawinan. Selanjutnya, sumber primer
49Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,
2007), hal. 3.
50Dudung Abdurrahman, Pengantar Metodologi dan Penelitian Ilmiah, (Yogyakarta: IKFA,
1998), hal. 26.
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aturan hukum perkawinan di Indonesia adalah Kompilasi Hukum Islam
di Indonesia (KHI).
Sumber sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku yang
memperbincangkan tentang kalender Masehi dan kalender Hijriah,
dokumen, laporan, naskah, yang relevan dengan penelitian ini guna
mendukung data primer. Termasuk kategori ini adalah jurnal, artikel,
serta berbagai tulisan yang relevan dengan fokus penelitian, baik berupa
hasil cetakan maupun dari media elektronik.
Sebagai data pendukung, untuk memperkuat hasil penelitian,
penulis menjadikan hakim dan penghulu sebagai responden untuk
menggali pemahaman mereka tentang KHI dan menggali data tentang
pelaksanaan aturan perkawinan di dalam KHI yang berhubungan
dengan topik penelitian.
Oleh karena jumlah populasi yang banyak dan terdiri dari dua
jenis, yaitu para hakim dan penghulu, maka diambil sampel secara
stratified purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel
terhadap populasi yang tidak sejenis. Pengambilan sampel secara
purposive (purposive sampling) adalah penentuan sampel dengan
pertimbangan tertentu. Teknik ini bisa diartikan sebagai suatu proses
pengambilan sampel dengan menentukan terlebih dahulu jumlah sampel
yang akan diambil kemudian dipilih berdasarkan kondisi-kondisi dan
tujuan-tujuan tertentu, asalkan tidak menyimpang dari ciri-ciri sampel
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yang ditetapkan.51 Untuk kategori hakim, dari sejumlah 89 orang hakim
Pengadilan Agama di Provinsi Riau, yang tersebar di 11
kabupaten/kota,52 diambil sampel secara purposive kira-kira 25 %, yaitu
22 orang. Jumlah ini dianggap cukup mewakili populasi yang ada.
Untuk kategori Penghulu, juga diambil sampel secara purposive pada
populasi yang ada di Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kampar, yaitu
sebanyak 50 orang. Data yang diperoleh dari mereka dianggap sudah
mewakili populasi yang ada.
Untuk melengkapi data, juga digunakan sumber tersier, yaitu
sumber yang berasal dari ensiklopedi dan kamus-kamus, seperti
Encyclopaedia Britannica, The Concise Encyclopaedia of Islam,
Ensiklopedi Hukum Islam, Ensiklopedi Hisab Rukyat, Kamus Besar
Bahasa Indonesia, dan kamus-kamus lainnya.
2. Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data dalam studi kepustakaan (library research) ini
dilakukan dengan cara menelusuri buku-buku dan bahan-bahan dokumen
yang terkait, serta hasil-hasil penelitian yang berhubungan dengan topik
penelitian ini. Dokumentasi terhadap karya-karya atau tulisan lainnya
seperti teks, naskah, makalah, majalah, artikel, surat kabar, jurnal,
51Baca Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D, (Bandung:
Alfabeta, 2008), hal. 85
52Jumlah Hakim Pengadilan Agama (PA) di Provinsi Riau termasuk Ketua Pengadilan dan
wakilnya, sejauh penelusuran penulis pada website masing-masing PA yang ada di Provinsi Riau
adalah sebagai berikut:  PA Pekanbaru 19 orang, PA Bangkinang 10 orang, PA Pangkalan Kerinci
8 orang, PA Tembilahan 6 orang, PA Pasir Pangaraian 9 orang, PA Dumai 5 orang, PA Rengat 9
orang, PA Bengkalis 8 orang, PA Selat Panjang 6 orang, dan PA Ujung Tanjung berjumlah 9
orang. Jumlah semuanya sebanyak 89 orang.
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pendapat para ahli dan lain-lain yang berkaitan dengan fokus penelitian,
juga tidak luput dari perhatian.
Untuk menggali data dari para praktisi hukum digunakan dua
teknik, yaitu wawancara mendalam (indepth interview) dengan para hakim
dan penyebaran angket sederhana kepada para penghulu.
Setelah data terkumpul, dilakukan pemilahan-pemilahan data
sesuai dengan kategori dan fungsinya, untuk kemudian digunakan dalam
mendiskripsikan dan menelaah permasalahan aplikasi kalender kamariah
dalam aspek perkawinan di Indonesia, dan selanjutnya dapat dijadikan
sebagai bahan dalam menyempurnakan hasil penelitian.
3. Analisa Data
Data-data yang dikumpulkan dianalisa dengan menggunakan
metode analisis deskriptif kualitatif dengan pendekatan teknik content
analysis (analisis isi), karena data yang diteliti memerlukan penjelasan
secara deskriptif.
Penelitian deskriptif berkaitan dengan pengumpulan data untuk
memberikan gambaran atau menegaskan suatu konsep atau gejala dengan
menjawab pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan objek penelitian.
Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan bersamaan dengan
proses pengumpulan data. Miles dan Huberman dalam Sugiyono,53
menyajikan dua model pokok proses analisis. Pertama, model analisis
mengalir, dimana tiga komponen analisis (reduksi data, sajian data,
53Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D,  hal. 92.
29
penarikan kesimpulan/verifikasi) dilakukan saling menjalin dengan proses
pengumpulan data dan mengalir bersamaan. Kedua, model analisis
interaksi, dimana komponen reduksi data dan sajian data dilakukan
bersamaan dengan proses pengumpulan data. Setelah data terkumpul,
maka ketiga komponen analisis tersebut (reduksi data, sajian data,
penarikan kesimpulan) berinteraksi.
Gambar 1
Model interaktif analisis data kualitatif Miles dan Huberman (1984)
Pemilihan metode analisis konten sesuai dengan pendapat yang
mengatakan bahwa teknik analisis konten digunakan untuk memahami
pesan simbolik dalam bentuk dokumen, lukisan, tarian, lagu, karya sastra,
artikel, dan sebagainya yang berupa data tak terstruktur.54 Analisis konten
juga dimaksudkan sebagai suatu teknik yang sistematik untuk
menganalisis makna suatu pesan dan cara mengungkapkan pesan.
Prosedur analisis konten terdiri dari pengadaan data, penyelesaian data,
pembuatan inferensi, teknik analisis data, validitas, dan reliabilitas data.
54Darmiyati Zuchdi, Panduan Penelitian Analisis Konten, (Yogyakarta: Lembaga
Penelitian IKIP, 1993), hal. 6.
Pengumpulan
data
Penarikan
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G. Sistematika Penulisan
Penulisan penelitian ini dijabarkan dalam enam bab yang dalam setiap
babnya terdapat sub-sub bab yang membahas secara rinci tentang masalah yang
berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian.
Bab I adalah bab pendahuluan yang memberi arahan dan pedoman
dalam pembahasan bab-bab selanjutnya. Pada bab ini digambarkan latar
belakang permasalahan diangkatnya topik menjadi sebuah penelitian. Di sini
dikemukakan beberapa identifikasi masalah yang selanjutnya dibatasi dan
dirumuskan menjadi beberapa permasalahan saja. Pada bab ini juga
dikemukakan tujuan dan kegunaan penelitian, konsep operasional, tinjauan
kepustakaan, metode penelitian yang menerangkan jenis penelitian, sumber
data, teknik pengumpulan data, serta analisa data.
Pada bab II dikemukakan tinjauan tentang hukum perkawinan dan
Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yaitu membahas tentang konsep
perkawinan yang merupakan objek tulisan ini. Pembahasan bab ini berisi
pengertian perkawinan, tinjauan tentang Undang-Undang No. 1 tahun 1974
tentang Perkawinan, tinjauan tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,
tinjauan tentang aspek hukum perkawinan dalam KHI yang terkait dengan
perhitungan waktu, yaitu idah dan mafqud.
Pada bab III diuraikan tentang tinjauan umum tentang sistem
perhitungan kalender Hijriah dan kalender umat Islam di Indonesia.
Pembahasan bab ini meliputi pengertian kalender, sistem kalender yang
berlaku di dunia, sejarah dan sistem perhitungan kalender Masehi, sejarah dan
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sistem perhitungan kalender Hijriah serta dasar perhitungannya. Dalam bab ini
juga dikemukakan metode penentuan awal bulan dalam kalender Hijriah, yaitu
metode hisab dan rukyah. Sebagai penutup bab ini dikemukakan tentang
orientasi kalender umat Islam di Indonesia.
Bab selanjutnya, yaitu bab IV, dikemukakan tentang beberapa aspek
hukum Islam. Pembahasan ini diperlukan untuk memberikan gambaran tentang
posisi hukum ketika menggunakan salah satu sistem kalender di dalam hukum
perkawinan. Pembahasan bab ini mencakup pengertian hukum Islam, sumber-
sumber hukum Islam, tujuan hukum Islam, dan konsep ta’abbudi dan ta’aqquli
dalam hukum Islam.
Bab V merupakan bab inti dari tulisan ini, yang menguraikan tentang
aplikasi sistem kalender Hijriah dalam aturan hukum perkawinan yang terdapat
di dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia, implikasi penggunaan sistem
kalender yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, analisis
kebijakan penentuan masa idah dalam KHI, dan analisis hukum penggunaan
kalender Hijriah dalam aspek perkawinan.
Bab VI adalah bab akhir dari tulisan ini, yang mengemukakan
kesimpulan, implikasi teoritik, dan saran-saran.
